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Abstrak 

 
Kabupaten Muna memiliki visi jangka panjang yang sangat ambisius dalam mewujudkan 
"Industrialisasi JATI (Jagung, Hortikultura, Ternak, Ikan) Menuju Muna Barakati, Sejahtera, 
Maju, dan Berkelanjutan". Sebagai motor pertumbuhan ekonomi, Kota Raha berperan sebagai 
simpul utama distribusi logistik sekaligus pintu gerbang pariwisata daerah. Namun demikian, 
akselerasi ekonomi inklusif di Kabupaten Muna saat ini mengalami hambatan struktural yang 
sangat serius berupa buruknya kondisi kemantapan infrastruktur jalan kabupaten, di mana 
sebesar 70,16% total jaringan jalan berada dalam kondisi rusak dan rusak berat. Keterbatasan 
aksesibilitas ini berimbas langsung pada tingginya biaya logistik komoditas unggulan sektor 
pertanian dan perikanan, serta melemahkan daya saing Kota Raha sebagai destinasi 
pariwisata unggulan daerah. Makalah kebijakan (Policy Paper) ini bertujuan untuk 
menganalisis urgensi pembenahan infrastruktur jalan koridor utama di Kabupaten Muna, 
mengeksplorasi akar masalah tata kelola anggaran keuangan daerah, serta merumuskan 
rekomendasi kebijakan yang aplikatif di tengah keterbatasan porsi fiskal daerah, di mana 
alokasi Belanja Modal rata-rata hanya menyerap sebesar 21,02% dari total APBD. Melalui 
metode analisis prioritas masalah Urgency, Seriousness, and Growth (USG) dan pendekatan 
akar masalah Fishbone Diagram, diidentifikasi bahwa akar masalah utama terletak pada 
ketidakseimbangan struktural APBD yang didominasi oleh Belanja Operasi (78,98%) serta 
ketiadaan regulasi penganggaran berbasis spasial-tematik yang terpadu antar-OPD. 
Berdasarkan analisis kelayakan menggunakan kriteria Bardach (Technical Feasibility, 
Economic/Financial Possibility, Political Viability, dan Administrative Operability), makalah ini 
merekomendasikan formulasi kebijakan strategis tunggal yaitu Penerapan Kebijakan 
Penganggaran Spasial Tematik (Spatial-Thematic Budgeting) melalui Peraturan Bupati Muna 
tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Tematik, Holistik, Integratif, dan 
Spasial (THIS) Koridor Agromaritim-Tourism Kota Raha-Lohia. Instrumen regulasi ini akan 
mengunci (earmark) alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Jalan minimal sebesar 
35% dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 20% secara terfokus pada koridor prioritas ini guna 
menjamin ketuntasan pembangunan jalan mantap aspal secara berkelanjutan, sekaligus 
menstimulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui integrasi komoditas JATI 
dengan ekosistem pariwisata. 
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Spatial-Thematic Budgeting, THIS. 

 
Abstract 

 
Muna Regency has a long-term vision to realize “JATI Industrialization (Corn, Horticulture, 
Livestock, Fish) toward Muna Barakati, Prosperous, Advanced, and Sustainable.” As an 
engine of economic growth, Raha City serves as the main logistics distribution node and the 
gateway to regional tourism. However, inclusive economic acceleration in Muna Regency is 
constrained by a structural problem in district road infrastructure, where 70.16% of the total 
road network is in damaged and severely damaged condition. This accessibility limitation 
directly increases logistics costs for leading agricultural and fisheries commodities and 
weakens the competitiveness of Raha City as a regional tourism destination. This policy paper 
aimed to analyze the urgency of improving the main road corridor in Muna Regency, explore 
the root causes of regional budget governance problems, and formulate an applicable policy 
recommendation amid limited fiscal space, where capital expenditure accounts for only 
21.02% of the regional budget on average. Using Urgency, Seriousness, and Growth (USG) 
prioritization and a Fishbone Diagram root-cause approach, the analysis identified a structural 
imbalance in the regional budget, dominated by operating expenditure (78.98%), and the 
absence of integrated spatial-thematic budgeting regulation across regional agencies. Based 
on Bardach’s criteria of Technical Feasibility, Economic/Financial Possibility, Political Viability, 
and Administrative Operability, the paper recommends a single strategic policy: Spatial-
Thematic Budgeting through a Muna Regent Regulation on Integrated Thematic, Holistic, 
Integrative, and Spatial (THIS) Planning and Budgeting Guidelines for the Raha-Lohia 
Agromaritime-Tourism Corridor. The regulation earmarks at least 35% of the Physical Special 
Allocation Fund for Roads and 20% of Revenue Sharing Funds for the priority corridor to 
ensure sustained completion of paved road development and stimulate local revenue through 
integration of JATI commodities with the tourism ecosystem. 
 
Keywords: Agromaritime-Tourism, Fiscal Constraints, Raha City, Policy Paper, Spatial-

Thematic Budgeting, THIS. 
 
 
LATAR BELAKANG 
Konteks dan Urgensi Isu Makro Infrastruktur 

Pembangunan infrastruktur daerah merupakan fondasi utama akselerasi pertumbuhan 
ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Terletak strategis di bagian tengah Provinsi Sulawesi 
Tenggara, Kabupaten Muna berperan sebagai simpul konektivitas yang menghubungkan 
kawasan daratan dan kepulauan di sekitarnya. Sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Muna 
2025-2029, "Industrialisasi JATI (Jagung, Hortikultura, Ternak, Ikan) Menuju Muna Barakati", 
pemerintah daerah dituntut mengintegrasikan sektor produksi agromaritim primer dengan 
sektor jasa bernilai tambah tinggi seperti pariwisata terpadu. Kota Raha, sebagai ibu kota 
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kabupaten, memegang peran sentral sebagai pusat perdagangan, pelabuhan logistik hasil 
laut, sekaligus gerbang wisatawan domestik dan mancanegara. 

Namun, akselerasi ekonomi inklusif ini terbentur oleh kemantapan infrastruktur 
perhubungan darat yang memprihatinkan. Jalan kabupaten sepanjang 854,195 Km yang 
menjadi urat nadi perekonomian daerah sebagian besar mengalami kerusakan parah. Sebagai 
perencana ahli, penting disadari bahwa tidak ada kebijakan pembangunan yang dapat berjalan 
efektif tanpa didukung kemantapan jalan yang memadai. Minimnya akses jalan mantap dari 
simpul perkotaan Raha menuju kawasan wisata prioritas seperti pesisir Lohia (Pantai Meleura 
dan Danau Napabale) serta sentra produksi pangan berimplikasi langsung pada tingginya 
waktu tempuh, kerusakan kendaraan logistik, dan stagnasi ekonomi masyarakat perdesaan. 
Identifikasi Masalah Turunan 

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen potret daerah dan statistik Kabupaten Muna 
Tahun 2024-2026, terdapat tiga masalah turunan di sektor infrastruktur dan perhubungan 
darat yang saling berkaitan erat dan membutuhkan intervensi kebijakan segera: 
Tingginya Proporsi Jalan Rusak dan Rusak Berat 

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten 
Muna tahun 2024, dari total 854,195 Km jalan kabupaten, kondisi baik hanya mencapai 254,91 
Km (29,84%) dan kondisi sedang 89,34 Km (10,46%). Sebaliknya, akumulasi kerusakan jalan 
sangat tinggi: rusak ringan sepanjang 63,50 Km (7,43%) dan rusak berat yang mendominasi 
sepanjang 446,45 Km (52,26%). Secara keseluruhan, 70,16% (599,29 Km) jalan kabupaten 
berada dalam kondisi tidak mantap dan membutuhkan penanganan rekonstruksi atau 
rehabilitasi total. 

Situasi ini diperparah oleh jenis permukaan jalan di Kabupaten Muna. Meski 
permukaan aspal meningkat 9,48% (39,12 Km) dari tahun sebelumnya, proporsi jalan yang 
belum diaspal masih dominan, yaitu 51,67% dari total panjang jalan (kerikil 436,117 Km dan 
tanah 0,24 Km pada tahun 2025). Kerusakan parah ini terkonsentrasi pada jalur pariwisata 
dan agromaritim strategis seperti koridor Raha-Lohia, yang menghalangi pergerakan barang 
pokok pangan dan kunjungan wisatawan. 
Keterbatasan Layanan Angkutan Umum dan Trayek Perhubungan 

Sektor transportasi publik di Kabupaten Muna berada dalam kondisi mati suri, seiring 
runtuhnya sistem transportasi massal akibat menurunnya keandalan prasarana jalan. 
Berdasarkan Statistik Sektoral Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Tahun 2025, izin trayek 
angkutan umum darat aktif merosot tajam dari 90 izin (2019) menjadi hanya 16 izin (2023) dan 
stagnan hingga 2025. Penurunan sebesar 82,2% ini mengisolasi sebagian besar wilayah 
perdesaan di Kabupaten Muna dari layanan transportasi umum. 

Dampaknya sangat merugikan nelayan dan petani kecil di daerah pesisir seperti Lohia, 
Duruka, dan Watopute. Tanpa angkutan umum logistik yang andal dan terjadwal, produsen 
pangan lokal terpaksa menyewa kendaraan pribadi dengan tarif tinggi atau menggunakan jasa 
perantara dagang yang memangkas margin keuntungan mereka. Layanan transportasi online 
(ride-hailing) pun sangat terbatas, hanya beroperasi di sekitar pusat perkotaan Raha (Katobu). 
Stagnasi Pengelolaan dan Penumpukan Sampah di Destinasi Unggulan 

Kondisi lingkungan perkotaan Kota Raha mengalami degradasi estetika akibat tata 
kelola persampahan yang buruk. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah 
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Nasional (SIPSN) Dinas Lingkungan Hidup, volume timbulan sampah domestik di Kabupaten 
Muna mencapai 34.351,61 ton/tahun pada 2023, sementara kapasitas pengurangan sampah 
daerah sangat rendah dan stagnan di angka 588 ton/tahun. 

Persentase penanganan sampah perkotaan di Kota Raha juga menunjukkan tren 
menurun yang mengkhawatirkan: dari 60,81% (2023) menjadi 60,20% (2024), dan menurut 
kajian KLHS RPJMD diproyeksikan turun drastis hingga 48,80% pada 2045 tanpa investasi 
penambahan armada pengangkut. Penumpukan sampah liar tampak nyata di muara selokan 
perkotaan Raha, area pasar Katobu, dan kawasan pesisir pantai Raha — merusak citra 
higienis dan keindahan Kota Raha yang diposisikan sebagai simpul pariwisata kuliner maritim 
terpadu. 
Pemilihan Masalah Utama Melalui Metode USG 

Untuk menentukan satu masalah utama yang paling prioritas untuk segera 
diselesaikan, dilakukan penilaian menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) 
oleh Tim Perencana Bappeda Kabupaten Muna. Penilaian didasarkan pada skala Likert (1-5), 
di mana skor 5 menunjukkan tingkat kepentingan tertinggi, dan skor 1 menunjukkan tingkat 
terendah. 

Tabel 1.1. Matriks Penilaian Prioritas Masalah dengan Metode USG 

No 
Isu Masalah Turunan / 

Strategis 
U S G Total Peringkat 

1 

Tingginya proporsi jalan rusak 
berat (70,16% tidak mantap) 

pada koridor pariwisata & 
agromaritim Raha-Lohia 

5 5 5 15 I 

2 

Keterbatasan layanan dan 
penurunan drastis izin trayek 

angkutan umum 
penumpang/logistik daerah 

(stagnan 16 izin) 

3 4 4 11 III 

3 

Stagnasi penanganan sampah 
perkotaan (hanya 60,20% 

tertangani) dan penumpukan 
sampah di destinasi wisata 

Raha 

4 4 4 12 II 

 
Berdasarkan penilaian matriks USG pada Tabel 1.1, masalah "Tingginya proporsi jalan 

rusak berat (70,16% tidak mantap) pada koridor pariwisata & agromaritim Raha-Lohia" 
memperoleh total skor tertinggi yaitu 15 (Peringkat I). Hal ini didasarkan pada argumentasi 
logis perencanaan: 
1. Urgency (Sifat Mendesak): Kerusakan jalan koridor Raha - Lohia bersifat sangat mendesak 

(skor 5) untuk segera ditangani karena koridor ini merupakan jalur utama penghubung 
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pelabuhan Raha dengan sentra perikanan tangkap dan destinasi wisata unggulan Pantai 
Meleura. Menunda perbaikan jalan akan melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal secara total. 

2. Seriousness (Tingkat Keseriusan): Tingkat kerusakan jalan yang mencapai 70,16% (skor 
5) berimplikasi sangat serius terhadap keselamatan pengguna jalan, meningkatkan biaya 
operasional kendaraan hingga 150%, dan memicu inflasi harga komoditas pangan lokal 
karena hambatan distribusi darat. 

3. Growth (Tingkat Pertumbuhan Masalah): Jika dibiarkan (skor 5), kerusakan jalan yang 
masih berupa kerikil dan tanah (51,67% unpaved) akan semakin meluas akibat curah hujan 
ekstrem, menyebabkan biaya rekonstruksi di masa depan membengkak hingga tiga kali 
lipat. 

Analisis Akar Masalah (The Root Causes Analysis) 
Untuk membedah mengapa persentase kerusakan jalan kabupaten sangat tinggi 

(70,16%) dan tidak kunjung teratasi setiap tahunnya, dilakukan penelusuran akar masalah 
menggunakan analisis 5 Whys (Lima Mengapa): 
1. Mengapa jalan kabupaten di koridor pariwisata dan agromaritim Kota Raha-Lohia berada 

dalam kondisi rusak berat hingga mencapai 70,16%? Karena pemeliharaan jalan berkala, 
rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan baru yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) sangat minim dan tidak tuntas setiap tahun anggaran. 

2. Mengapa pemeliharaan dan rehabilitasi jalan oleh Dinas PUPR sangat minim? Karena 
alokasi anggaran APBD Kabupaten Muna yang dialokasikan untuk fungsi belanja modal 
jalan, jaringan, dan irigasi sangat terbatas dan fluktuatif. 

3. Mengapa alokasi anggaran belanja modal infrastruktur jalan di APBD sangat terbatas?  
Karena struktur APBD Kabupaten Muna didominasi oleh Belanja Operasi (rutin birokrasi, 
gaji pegawai, belanja barang/jasa kantor, dan perjalanan dinas) yang menyerap rata-rata 
78,98% dari total belanja daerah, sehingga hanya menyisakan porsi Belanja Modal rata-
rata sebesar 21,02%. 

4. Mengapa Belanja Operasi sangat mendominasi APBD dan menyisakan sedikit ruang 
untuk Belanja Modal? Karena kapasitas keuangan (kemampuan fiskal) daerah Kabupaten 
Muna tergolong sangat rendah, di mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terhadap APBD rata-rata hanya berkisar 12,3%. Akibatnya, daerah memiliki 
ketergantungan finansial yang sangat tinggi terhadap dana transfer pusat (DAU/DAK) 
yang penggunaannya sebagian besar sudah dikunci (earmarked) untuk belanja pegawai 
dan operasional rutin. 

5. Mengapa dana transfer pusat (DAK/DAU) dan dana bagi hasil yang terbatas itu tidak 
difokuskan secara tuntas untuk menyelesaiakan jalan koridor Raha-Lohia?b (Akar 
Masalah Utama - Level 2): Karena belum diterapkannya perencanaan dan penganggaran 
berbasis spasial-tematik (Thematic, Holistic, Integrative, and Spatial - THIS) dalam sistem 
perencanaan anggaran Bappeda. Alokasi anggaran masih terdistribusi secara merata 
secara sektoral (money follows function) di semua wilayah dinas tanpa adanya skala 
prioritas koridor pertumbuhan ekonomi yang jelas. 
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Gambar 1.1: Visualisasi Akar Masalah (Fishbone Diagram) 

Rumusan Pernyataan Masalah (Problem Statement) 
Berdasarkan penelusuran akar masalah di atas, dirumuskan satu kalimat pernyataan 

masalah (Problem Statement) yang padat, obyektif, berbasis data valid, tanpa kalimat tanya, 
dan bebas dari indikasi solusi langsung: 

"Keterbatasan porsi Belanja Modal dalam APBD Kabupaten Muna yang hanya 
sebesar 21,02% dan tidak adanya prioritas spasial pendanaan kelembagaan 
menghambat pemeliharaan jalan koridor agromaritim-tourism Kota Raha, sehingga 
memicu tingginya persentase jalan rusak sebesar 70,16% yang menurunkan 
aksesibilitas destinasi pariwisata unggulan daerah dan efisiensi logistik komoditas 
pangan." 
 
Tinjauan Teori dan Landasan Konseptual 
Teori Pembiayaan Infrastruktur Daerah & Pembiayaan Inovatif 

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari fungsi alokasi pemerintah dalam 
menyediakan barang publik (public goods) yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat (Musgrave, 1959). Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah 
daerah berwenang menyediakan pelayanan publik, namun kapasitas fiskalnya kerap tidak 
sebanding dengan kebutuhan belanja — menimbulkan fiscal gap, yaitu kesenjangan antara 
kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kemampuan pendapatan daerah (Oates, 1972). 

Keterbatasan fiskal tidak seharusnya menghambat investasi infrastruktur yang 
produktif. Aschauer (1989) menyatakan investasi infrastruktur publik mampu meningkatkan 
produktivitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
Karena itu, pembiayaan pembangunan tidak perlu hanya bergantung pada APBD, tetapi dapat 
memanfaatkan skema Innovative Infrastructure Financing seperti Kerja Sama Pemerintah dan 
Badan Usaha (KPBU), pinjaman daerah, obligasi daerah, dan blended finance (World Bank, 



E-ISSN: 3025-0994         
 

Halaman 16055-16072 
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026 

 

  

 Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research 16061 

 

2017; OECD, 2018) — dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal dan kemampuan 
daerah memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai ketentuan berlaku. 
Konsep Perencanaan Berbasis Spasial-Tematik (THIS) 

Dalam konteks Kabupaten Muna, pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial 
(THIS) menjadi strategi yang relevan untuk mengatasi keterbatasan fiskal melalui penetapan 
prioritas pembangunan pada koridor ekonomi yang menghubungkan sentra produksi, pusat 
pelayanan, dan kawasan strategis. Pendekatan ini sejalan dengan Spatial Planning Theory 
(Friedmann, 1987) yang menekankan pentingnya alokasi investasi berdasarkan karakteristik 
ruang, serta Growth Pole Theory (Perroux, 1955) yang menjelaskan bahwa pemusatan 
investasi pada koridor pertumbuhan akan menghasilkan efek pengganda bagi wilayah 
sekitarnya. Implementasinya memerlukan sinergi lintas perangkat daerah sebagaimana 
dikemukakan dalam Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008), sehingga 
pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih 
efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. 
Konsep Agromaritime-Tourism Terpadu 

Konsep Agromaritime-Tourism Terpadu merupakan pendekatan pembangunan 
berbasis koridor ekonomi yang mengintegrasikan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata 
melalui konektivitas infrastruktur, berlandaskan Value Chain Theory yang menyatakan bahwa 
nilai tambah ekonomi tercipta melalui keterhubungan aktivitas produksi, distribusi, dan 
pemasaran dalam satu rantai nilai (Porter, 1985). Dalam konteks ini, hasil pertanian dan 
perikanan tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas primer, tetapi juga menjadi bagian dari 
pengembangan produk dan layanan pariwisata. 

Keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur jalan 
yang andal. Infrastructure-led Growth Theory menjelaskan bahwa investasi infrastruktur publik 
meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya logistik, dan memperkuat konektivitas 
antarwilayah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Aschauer, 1989). Karena itu, 
pembangunan jalan di Kabupaten Muna perlu diprioritaskan pada koridor yang 
menghubungkan sentra pertanian, perikanan, dan destinasi wisata, agar terbentuk rantai nilai 
ekonomi yang meningkatkan daya saing wilayah dan kesejahteraan masyarakat. 

 
Gambar 2.1: Kerangka Berpikir Hubungan Agromaritim-Tourism Terpadu Kota Raha 
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METODE 
Makalah kebijakan ini menerapkan pendekatan Analisis Kebijakan Praktis (Practical 

Policy Analysis) dengan metode deskriptif-analitis yang diarahkan untuk mengidentifikasi 
dan merumuskan solusi atas permasalahan publik di daerah. Berbeda dengan penelitian 
akademik murni (research paper) yang umumnya berfokus pada pengujian hipotesis, policy 
paper ini disusun sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan (decision-making tool) 
yang objektif, rasional, dan didasarkan pada bukti (evidence-based policy). Analisis dilakukan 
dengan memanfaatkan data dan informasi yang berasal dari dokumen resmi perencanaan 
pembangunan serta publikasi statistik Kabupaten Muna. 
Tahapan Analisis Kebijakan 

Analisis kebijakan ini dilaksanakan melalui lima tahapan sistematis guna menjamin 
akurasi diagnosis dan kelayakan rekomendasi yang dihasilkan. 
1. Tahap Diagnosis Isu Makro dan Identifikasi Masalah Turunan: Melakukan penelaahan 

mendalam terhadap data kinerja infrastruktur perhubungan, layanan transportasi, dan 
sanitasi perkotaan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muna dan 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). 

2. Tahap Pemilihan Masalah Utama (Prioritisasi): Menyaring tiga masalah turunan yang 
diidentifikasi menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) dengan 
melibatkan tim ahli perencanaan di Bappeda Kabupaten Muna. Skor diberikan dalam 
rentang 1 hingga 5 berdasarkan urgensi, keseriusan dampak, dan potensi pertumbuhan 
masalah jika tidak segera diintervensi. 

3. Tahap Analisis Akar Masalah (The Root Cause Analysis): Melacak rantai penyebab 
masalah utama hingga menemukan akar masalah terdalam (Level 2) menggunakan 
metode 5 Whys (Lima Mengapa) dan memvisualisasikannya dalam Fishbone Diagram 
(Diagram Tulang Ikan). Fokus diletakkan pada aspek fiskal dan kelembagaan perencanaan. 

4. Tahap Formulasi dan Sintesis Opsi Solusi: Melakukan studi komparasi teoritis dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029) 
untuk melahirkan tiga opsi kebijakan yang setara, logis, dan saling bersaing untuk 
memecahkan problem statement. 

5. Tahap Evaluasi dan Pemilihan Alternatif Kebijakan: Menguji ketiga opsi solusi 
menggunakan Metode Analisis Multikriteria Eugene Bardach yang mencakup empat kriteria 
utama: kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi, viabilitas politik, dan operabilitas 
administratif. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tinjauan Peraturan dan Kebijakan Daerah 

Formulasi solusi dalam policy paper ini diselaraskan secara ketat dengan dokumen 
perencanaan jangka panjang (RPJPD 2025-2045) dan rencana jangka menengah (RPJMD 
2025-2029) Kabupaten Muna sebagai berikut: 
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Tabel 2.1: Matriks Penyelarasan / Matriks SINKRONISASI Dokumen Perencanaan 

Daerah 

Dokumen Perencanaan 
Visi / Misi / Arah Kebijakan 
Terkait 

Relevansi dengan Isu 
Koridor Raha-Lohia 

RPJPD Muna 2025-2045 

Misi 7: 'Sarana dan Prasarana 
yang Berkualitas dan Ramah 
Lingkungan'. Arah kebijakan 
khusus: 'Pengembangan 
pembiayaan inovatif termasuk 
KPBU dan blended finance', 
serta perencanaan spasial-
THIS. 

Mengamanatkan 
pemanfaatan instrumen 
fiskal alternatif non-
konvensional untuk 
menyelesaikan 
ketidakmampuan 
anggaran daerah 
membiayai infrastruktur. 

RPJMD Muna 2025-
2029 

Misi 4: 'Mewujudkan 
Percepatan Pembangunan 
Desa dan Penataan Kota yang 
Partisipatif dan Kolaboratif' 
dengan sasaran peningkatan 
konektivitas wilayah. Tema 
tahun 2026: 'Pembangunan 
Ekonomi Inklusif' pariwisata 
terpadu. 

Mendelineasi Kota Raha 
sebagai simpul 
pertumbuhan utama dan 
Lohia sebagai sub-pusat 
pariwisata yang wajib 
dihubungkan dengan 
jalan mantap. 

Renstra & Renja 
Bappeda 2026 

Sasaran: 'Peningkatan kualitas 
kinerja perencanaan, 
pengendalian, dan evaluasi 
pembangunan'. Fokus: 
Koordinasi sinkronisasi 
perencanaan pembangunan 
perekonomian, SDA, dan 
infrastruktur. 

Menuntut Bappeda 
menyusun dokumen 
perencanaan anggaran 
kolaboratif lintas sektor 
untuk mengunci 
pendanaan pada koridor 
prioritas daerah. 

 
Penyelarasan pada Tabel 2.1 membuktikan secara hukum dan administratif bahwa 

usulan pembenahan jalan koridor Raha - Lohia memiliki legitimasi kebijakan yang sangat kuat. 
Arah kebijakan RPJPD secara eksplisit memerintahkan Bappeda untuk merumuskan strategi 
perencanaan berbasis spasial tematik (THIS) dan pembiayaan inovatif (blended finance). 
Selaras dengan hal tersebut, tema pembangunan tahun 2026 memaksa daerah untuk 
meletakkan pariwisata dan hilirisasi agromaritim sebagai program prioritas utama 
pembangunan ekonomi inklusif. 
Sintesis dan Formulasi Opsi Solusi 

Berdasarkan tinjauan teori dan penyelarasan dokumen perencanaan di atas, 
dirumuskan tiga opsi solusi kebijakan yang setara, logis, dan memiliki landasan argumen 
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yang kuat untuk mengatasi keterbatasan Belanja Modal dan ketiadaan prioritas spasial 
pendanaan: 
1. Opsi Solusi A: Implementasi Pembiayaan Inovatif Skema KPBU (Blended Finance). Opsi 

ini mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi jalan koridor Raha - Lohia sepanjang 45 
Km dengan melibatkan pihak ketiga/investor swasta atau melalui kerja sama badan usaha 
daerah, dengan skema pengembalian investasi berupa Availability Payment (AP) yang 
diangsur menggunakan kas APBD selama periode 10 tahun. 

2. Opsi Solusi B: Penerapan Kebijakan Penganggaran Spasial-Tematik (Spatial-Thematic 
Budgeting / THIS). Opsi ini mengusulkan penerbitan Peraturan Bupati Muna untuk 
memusatkan secara kaku alokasi anggaran transfer pusat Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Fisik Penugasan Jalan, Dana Alokasi Umum (DAU) dinamis, dan Dana Bagi Hasil (DBH) 
khusus pada koridor agromaritim-tourism Raha - Lohia secara bertahap dalam 2 tahun 
anggaran (2027-2028), menghentikan praktik pembagian proyek jalan secara merata 
sektoral di luar koridor utama. 

3. Opsi Solusi C: Akselerasi Pinjaman Jangka Menengah / Panjang Kepada PT Sarana Multi 
Infrastruktur (SMI). Opsi ini mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Muna mengajukan 
pinjaman daerah secara resmi kepada PT SMI (Persero) selaku BUMN di bawah 
Kementerian Keuangan sebesar Rp150 Miliar untuk membiayai secara instan penuntasan 
pengaspalan sisa jalan kerikil dan tanah sepanjang koridor ekonomi prioritas pada tahun 
anggaran 2027. 

 
Uraian Alternatif Kebijakan Strategis 
Alternatif I (Diturunkan dari Opsi Solusi A) 

Alternatif I mengusulkan penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Kabupaten Muna. 
Regulasi ini akan mengatur insentif bagi sektor swasta, mekanisme pembayaran ketersediaan 
layanan (availability payment), dan penyusunan dokumen Outline Business Case (OBC) untuk 
proyek jalan koridor Raha - Lohia. Fokus utama alternatif ini adalah memindahkan beban 
investasi konstruksi awal dari kas daerah (APBD) kepada konsorsium swasta mitra 
pembangunan daerah. 
Alternatif II (Diturunkan dari Opsi Solusi B) 

Alternatif II mengusulkan pembentukan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman 
Perencanaan dan Penganggaran Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) untuk 
Koridor Agromaritim-Tourism Terpadu Kota Raha - Lohia. Melalui peraturan bupati ini, 
Bappeda diberikan kewenangan administratif untuk mengunci (earmark) penggunaan sumber 
pendanaan eksternal transfer pusat. Sebesar minimal 35% dari total pagu DAK Fisik Bidang 
Jalan dan 20% dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Muna wajib dialokasikan khusus untuk 
jalan koridor Raha - Lohia sepanjang 45 Km hingga tercapai kemantapan aspal 100%. 
Alternatif III (Diturunkan dari Opsi Solusi C) 

Alternatif III mengusulkan penyusunan Dokumen Kajian Kelayakan Pinjaman Daerah 
Kabupaten Muna kepada PT SMI (Persero). Melalui persetujuan DPRD, Pemerintah 
Kabupaten Muna akan meminjam dana sebesar Rp150 Miliar dengan tenor pengembalian 5 
tahun (2027-2032). Dana pinjaman tersebut akan langsung digunakan pada tahun anggaran 
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2027 oleh Dinas PUPR untuk membiayai proyek rekonstruksi dan pengaspalan jalan koridor 
wisata darat di koridor ekonomi prioritas. 
Penilaian Alternatif Menggunakan Kriteria Bardach 

Untuk menentukan pilihan kebijakan terbaik secara objektif, ketiga alternatif kebijakan 
di atas dinilai menggunakan Kriteria Analisis Kebijakan Eugene Bardach oleh tim evaluator 
perencanaan Bappeda yang terdiri dari 5 ahli. Rentang skor yang digunakan adalah 1 hingga 
5, di mana total skor tertinggi akan menjadi kebijakan yang direkomendasikan. 

Tabel 3.1: Matriks Evaluasi Alternatif Kebijakan (Metode Bardach) 

Kriteria Evaluasi Bardach Bobot 
Alternatif I 

(KPBU) 

Alternatif II 
(THIS 

Budgeting) 

Alternatif III 
(PT SMI) 

Technical Feasibility 25% 3 (Sedang) 
5 (Sangat 

Tinggi) 
4 (Tinggi) 

Economic/Financial 
Possibility 

30% 2 (Rendah) 
5 (Sangat 

Tinggi) 
3 (Sedang) 

Political Viability 20% 3 (Sedang) 4 (Tinggi) 2 (Rendah) 

Administrative Operability 25% 2 (Rendah) 4 (Tinggi) 3 (Sedang) 

TOTAL SKOR TERBOBOT 100% 2.45 (III) 
4.55 (I) - 

TERPILIH 
3.05 (II) 

 
Berdasarkan analisis multikriteria Bardach pada Tabel 3.1, Alternatif II (Penerapan 

THIS Budgeting / Penganggaran Spasial Tematik) memperoleh nilai tertinggi dengan skor 
terbobot 4.55. Berikut adalah rincian justifikasi penilaian dari tim evaluator: 
1. Technical Feasibility (Kelayakan Teknis): Alternatif II mendapat skor tertinggi (5) karena 

delineasi wilayah koridor pariwisata Raha - Lohia sudah selaras secara sempurna dengan 
tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Muna dan RTRW Provinsi Sultra. Tim Dinas PUPR 
dan Bappeda sudah memiliki data teknis lengkap mengenai letak koordinat dan tingkat 
kerusakan jalan. 

2. Economic/Financial Possibility (Kemungkinan Finansial): Alternatif II dinilai sangat layak 
(skor 5) karena tidak membebani APBD dengan kewajiban utang baru ataupun biaya 
transaksi KPBU yang mahal. Kebijakan ini murni memanfaatkan dana transfer pusat yang 
memang sudah dialokasikan ke daerah (DAK/DBH), hanya saja lokasi pembangunannya 
difokuskan secara kaku secara spasial. 

3. Political Viability (Dukungan Politik): Alternatif II memiliki viabilitas politik yang tinggi (skor 
4) karena pengesahannya cukup melalui Peraturan Bupati Muna tanpa perlu melewati 
pembahasan persetujuan pinjaman daerah yang alot di DPRD. Anggota DPRD juga 
cenderung mendukung karena pembangunan difokuskan pada koridor pertumbuhan 
ekonomi yang berdampak luas pada daerah pemilihannya. 

4. Administrative Operability (Operabilitas Administratif): Kapasitas birokrasi Kabupaten Muna 
saat ini dinilai memadai (skor 4) untuk mengeksekusi penguncian anggaran (budget 
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locking) di Bappeda. Bappeda memiliki peran selaku Ketua Satgas THIS untuk 
mengendalikan perencanaan lintas sektoral. 

Penetapan Kebijakan Terpilih 
Dengan mempertimbangkan hasil penilaian Bardach yang mutlak, maka ditetapkan 

secara tunggal bahwa pilihan kebijakan yang direkomendasikan adalah Alternatif II: Kebijakan 
Penganggaran Spasial Tematik (Spatial-Thematic Budgeting) melalui Peraturan Bupati Muna 
tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Tematik, Holistik, Integratif, dan 
Spasial (THIS) Pembangunan Koridor Agromaritim-Tourism Terpadu Kota Raha-Lohia.  
Rekomendasi Kebijakan (Aksi Otoritatif) 

Rekomendasi kebijakan ini diajukan secara formal dan otoritatif kepada Bupati Muna 
selaku kepala daerah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tertinggi. 
Produk hukum konkret yang harus diterbitkan adalah: 

"Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran 
Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) Pembangunan Koridor Agromaritim-
Tourism Terpadu Kota Raha-Lohia Kabupaten Muna" 

Adapun struktur materi muatan pokok yang wajib diatur dalam Peraturan Bupati ini 
adalah sebagai berikut: 
Delineasi Spasial Koridor Utama 

Perbup wajib memuat peta delineasi koordinat batas koridor secara spasial yang 
mencakup rute jalan utama sepanjang 45 Km yang menghubungkan Pelabuhan Nusantara 
Raha - Bypass Raha - Sentra Wisata Kuliner Katobu - Kawasan Liang Kobori - Kawasan 
Wisata Bahari Pesisir Lohia (Pantai Meleura dan Danau Napabale). Seluruh intervensi fisik 
jalan darat wajib diprioritaskan pada wilayah delineasi ini. 

 
Gambar 4.1 Delineasi Spasial Koridor Utama Agromaritim-Tourism Terpadu 
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Mekanisme Budget Locking (Penguncian Anggaran) 
Perbup ini secara hukum mengunci (earmark) penggunaan sumber pendanaan 

eksternal. Sebesar minimal 35% dari total Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Jalan dan 
20% dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang dikelola oleh BPKAD Kabupaten Muna wajib dikunci 
secara spasial untuk membiayai aspal mantap koridor Raha - Lohia. Penguncian ini dilarang 
diubah selama proses pembahasan anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 
Kolaborasi Lintas Sektor dan Matriks Pembagian Peran 

Perbup mewajibkan pembagian peran yang ketat lintas dinas teknis (OPD) untuk 
mendukung ekosistem koridor: 
1. Dinas PUPR: Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan konstruksi fisik aspal jalan 

dan drainase di sepanjang koridor 45 Km. 
2. Dinas Perhubungan: Bertanggung jawab mengaktifkan kembali trayek angkutan umum 

perdesaan khusus koridor Raha-Lohia dan menyediakan fasilitas halte perhubungan. 
3. Dinas Pariwisata & Dinas Perikanan: Membina nelayan tangkap pesisir Lohia untuk 

menyuplai langsung hasil perikanan segar ke pusat kuliner terpadu Bypass Raha, serta 
mempromosikan pariwisata. 

4. Dinas Lingkungan Hidup: Mengalokasikan 3% anggaran sektor untuk penempatan 5 unit 
armada truk pengangkut sampah terjadwal sepanjang koridor guna mengatasi 
penumpukan sampah liar. 

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) THIS 
Membentuk Satgas THIS yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kabupaten 

Muna untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi keselarasan program Renja OPD 
dengan Perbup ini. Satgas berhak memberikan rekomendasi penolakan draf Rencana Kerja 
(Renja) OPD ke TAPD jika ditemukan ketidaksesuaian alokasi anggaran dengan pedoman 
spasial koridor. 
Rencana Aksi & Keterlaksanaan (Implementation Road Map) 

Untuk menjamin keterbantuan kebijakan, disusun tahapan rencana aksi konkret jangka 
menengah (2026-2028) yang secara sistematis menjawab langsung problem statement dan 
akar masalah di Bab I: 
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Tabel 4.1: Matriks Rencana Aksi (Action Plan Matrix) / Matriks Peta Jalan (Roadmap) 

Tahapan Output Kegiatan 
OPD 

Penanggung 
Jawab 

Indikator 
Target 

Waktu 
Eksekusi 

Tahap I: 
Regulasi & 
Legalitas 

Penyusunan draf, 
harmonisasi Biro Hukum 
Prov, dan pengesahan 

Perbup THIS Koridor Raha-
Lohia. 

Bappeda, 
Bagian Hukum 

Setda 

Dokumen 
Perbup THIS 

disahkan 

Kuartal III-
IV 2026 

Tahap II: 
Penguncian 
Anggaran 

Penyusunan pagu indikatif 
DAK/DBH dan locking 

anggaran koridor dalam 
RKPD 2027 dan KUA-

PPAS. 

Bappeda, 
BPKAD Muna 

Pagu 
anggaran 

koridor 
dikunci 

Kuartal I-II 
2027 

Tahap III: 
Konstruksi 

Fisik 

Rekonstruksi aspal jalan 
koridor sepanjang 45 Km 
dan perbaikan drainase 

oleh Dinas PUPR. 

Dinas PUPR 
Muna 

Kemantapan 
jalan koridor 

100% 

Kuartal III-
IV 2027 

Tahap IV: 
Integrasi 
Layanan 

Penyediaan trayek 
angkutan, penempatan 
 ogistic  sampah, dan 

pembukaan sentra kuliner 
maritim. 

Dishub, DLH, 
Dinas 

Pariwisata 

Trayek 
angkutan aktif 

& sampah 
tertangani 

Kuartal I-II 
2028 

 
Koherensi Sempurna Terhadap Problem Statement: Regulasi Perbup THIS ini 

menyelesaikan ketimpangan  ogist di Bab I dengan cara memusatkan (locking) anggaran 
Belanja Modal APBD yang minim pada satu titik geografis yang bernilai tambah tinggi. Hal ini 
menyingkirkan hambatan fisik 70,16% jalan rusak di koridor Raha-Lohia secara berkelanjutan, 
menaikkan izin trayek angkutan umum  ogistic, dan mengalokasikan armada sampah teknis. 
Langkah ini menjamin peningkatan keandalan pelayanan pariwisata dan hilirisasi agromaritim 
komoditas JATI secara berkeadilan. 
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Gambar Matriks Rekonstruksi Logis Hubungan Masalah – Akar – Solusi 

 
SIMPULAN 

Ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Muna terhadap dana transfer pusat yang 
tinggi di tengah rendahnya kontribusi PAD (12,3% APBD) mengharuskan daerah untuk 
melahirkan inovasi tata kelola anggaran. Model perencanaan spasial-tematik (THIS) yang 
diwadahi melalui Peraturan Bupati Muna merupakan solusi paling visibel, murah, tanpa beban 
utang jangka panjang, dan memiliki keterbantuan tinggi. Dengan diterbitkannya Peraturan 
Bupati Muna ini, ketidakpastian penganggaran akibat ego-sektoral OPD dapat diredam, porsi 
Belanja Modal difokuskan secara efisien pada koridor pertumbuhan ekonomi darat 45 Km 
Raha - Lohia, sehingga kemantapan jalan meningkat demi kesejahteraan nelayan komoditas 
JATI dan kemajuan destinasi wisata bahari unggulan daerah Kabupaten Muna. 
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